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1. Pendahuluan 

Juli 2009, Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih sebagai Presiden RI untuk periode kedua dengan selisih yang besar dengan para pesaingnya. Kemenangan ini seharusnya memberikan kekuatan dan kewenangan yang besar bagi SBY untuk menentukan langkah-langkah yang jelas dan positif dalam upayanya memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya dalam hal pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. 

Namun,  hal ini tampaknya tidak dilakukan oleh SBY. Program Kerja 100 hari Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) yang ditetapkan SBY-Boediono pada 6 November 2009 tidak mengakomodasi program pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.  Selain tidak masuk dalam program 100 hari SBY-Boediono, isu-isu yang berkaitan dengan  langkah untuk menegakkan HAM di Indonesia juga belum diketahui arah kebijakannya. 

Dari 45 program penting yang akan dijalankan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono di seluruh tanah air, semuanya berkaitan dengan pembangunan sektoral dan regional. Sementara 15 Program Pilihan lainnya tidak lebih hanya sebagai program pencitraan dari jargon-jargon pencitraan pemerintah selama ini (lihat table 1).

Padahal, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009 dan Rencana  Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) 2004-2009 telah secara jelas dan tegas menyebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memajukan, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia. Sehingga, tidak terlihat kesinambungan arah dan kebijakan program antara RPJM 2004-2009, Ranham 2004-2009 dan Program 100 hari Pemerintahan. 
Absennya isu-isu dan program hak asasi manusia dalam KIB II ini menunjukkan tidak adanya komitmen yang nyata di bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia, teutama untuk pengungkapan dan penuntasan kasus-kasus yang menyita perhatian masyarakat dan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. 

2. Program 100 Hari Pemerintahan KIB II : Gagal Mengintegrasikan Komitmen RPJM 2005 – 2009 ke Dalam Rencana Kerja, Khususnya Terkait Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tiga bulan setelah dilantik, Presiden terpilih harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden selama 5 (lima) tahun, ditempuh melalui Strategi Pokok yang dijabarkan dalam Agenda Pembangunan Nasional, dan memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, dan program-program pembangunan. 

Berdasarkan RPJM 2004-2009, rencana pembangunan bidang hokum dan hak asasi manusia Pemerintahan Presiden SBY akan difokuskan untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai persoalan pokok yang telah diidentifikasi, antara lain :
1. Masih banyaknya pelanggaran HAM;
2. Banyaknya pelanggar HAM yang tidak dapat bertanggung jawab dan tidak dapat dihukum (impunitas);
3. Tidak berfungsinya institusi-institusi negara yang berwenang dan wajib menegakkan HAM;
4. Penegakan hukum dan kepastian hukum belum dinikmati oleh masyarakat Indonesia; 
5. Penegakan hukum yang tidak adil, tidak tegas, dan diskriminatif;
6. Penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan Agung selama kurun waktu 2001–2004 tidak secara optimal terinformasikan secara luas kepada masyarakat;
7. Besarnya harapan masyarakat dan tuntutan terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk menegakkan hukum dan kepastian hukum; dan
8. Tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi seringkali tidak tuntas. 
Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut di atas, sebagian besar permasalahan tersebut ternyata tidak terselesaikan oleh Pemerintahan SBY. Impunitas yang selama berpuluh-puluh tahun menjadi musuh bersama bangsa Indonesia sama sekali tidak dapat diputus. Hal ini terbukti dengan belum terselesaikannya berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia,  khususnya untuk kasus-kasus yang hasil penyelidikannya telah diselesaikan oleh Komnas HAM dan sudah diserahkan kepada Jaksa Agung
. Selain itu, pembangunan yang dilaksanakan di berbagai lini ternyata masih belum berpihak kepada masyarakat miskin. Penggusuran dan perampasan hak-hak masyarakat miskin merupakan bukti ketidakpedulian Pemerintahanan dalam kebijakan pembangunannya
. Selain itu, lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan hak-hak sipil dan politik merupakan bukti adanya pengabaian terhadap Rencana aksi nasional HAM, yang seharusnya menjadi landasan utama dalam pemajuan HAM di Indonesia
. 

Demikian juga dengan institusi pendukung penegakan HAM seperti kejaksaan, kepolisian dan pengadilan, yang belum tersentuh oleh gebrakan reformasi, padahal lembaga-lembaga tersebut adalah ujung tombak dalam upaya penegakan HAM
.

Oleh karenanya, secara keseluruhan agenda hokum dan hak asasi manusia Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang ditetapkan dalam RPJM 2004-2009 belum mampu memenuhi harapan rakyat. Selama itu pula, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum mengeluarkan atau memiliki satupun terobosan yang progresif di bidang Hak Asasi Manusia. Padahal RPJM tersebut telah diturunkan, salah satunya, melalui Rencana aksi nasional HAM (Ranham 2004-2009)
.
Sayangnya, kegagalan SBY dalam periode pertama pemerintahannya tidak menjadi pelajaran yang berarti. Agenda besar penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Jilid II tidak mengintegrasikan atau mengakomodasi agenda penegakan hak asasi manusia yang telah ditetapkan dalam RPJM 2004-2009. Sehingga agenda penegakan hak asasi manusia belum menunjukkan arah menjadi sebuah komitmen politik yang harus dan akan dilaksanakan
. 
3. Program 100 Hari Pemerintahan KIB II : Tidak Adanya Indikator Yang Dirumuskan Dengan Tajam
Terkait dengan bidang hokum dan reformasi birokrasi, khususnya lembaga-lembaga penegak hokum, Program 100 Hari KIB ternyata tidak mampu membaca secara cermat persoalan-persoalan yang mendasar dan dihadapi dalam bidang hokum dan hak asasi manusia. Semua permasalahan-permasalahan dipersepsikan hanya berasal dari persoalan birokrasi semata. Sehingga,  program-program yang disusun, khususnya yang masuk dalam bidang Polhukham dan Kementrian Hukum dan HAM, gagal merumuskan indicator yang cukup tajam dan terukur. Indicator-indikator keberhasilan yang dirumuskan hanya menunjuk pada kesuksesan teknis administrative belaka. Tidak langsung menuju pada sasaran utama permasalahan yang dihadapi dalam bidang hokum dan hak asasi manusia. 
Dalam program ini, lagi-lagi hak asasi manusia menjadi aspek pinggiran dalam Program Pemerintahan SBY. Padahal, tidak mungkin komitmen perwujudan demokrasi dibangun tanpa pilar dan komitmen yang kuat untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Dari program-program yang termasuk dalam bidang politik, hokum dan keamanan, dapat diketahui bahwa ternyata, idiom-idiom demokrasi dan penegakan hokum yang selama ini didengung-dengungkan SBY hanya digunakan untuk menutupi tidak dilaksanakannya agenda dan implementasi hak asasi manusia di Indonesia. Karena, secara jelas dan tegas, agenda perlindungan dan penegakan hak asasi manusia sama sekali tidak disinggung dalam agenda 100 hari pemerintahan SBY. 
Ke depan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, yang didalamnya termasuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia,  kebebasan berekspresi dan berpendapat, jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, penegakan hokum secara adil dan imparsial, penghapusan hukuman mati, merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sesuatu yang tentunya bertentangan komitmen pemerintah Indonesia yang sudah memiliki dan telah meratifikasi berbagai instrumen hak manusia. 
Tabel 2. Program Polhukham dan Kementrian Hukum dan HAM 
	Program
	Rencana Aksi
	Penanggungjawab

	Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
	
	

	P1: Penataan ulang tata laksana dan hubungan kerja sama antar lembaga penegak hukum termasuk KPK, Kepolisian dan Kejaksaan 
	(P1A1) Penyiapan dan langkah awal pelaksanaan restrukturisasi Kepolisian dan Kejaksaan sebagai bagian substansial dari reformasi lembaga penegakan hukum
	Kementerian Koordinator  Politik, Hukum dan Keamanan

	
	(P1A2) Penyusunan rencana dan pelaksanaan peningkatan profesionalitas dan penegakan integritas sumberdaya manusia di seluruh jajaran kepolisian dan kejaksaan
	Kementerian Koordinator  Politik, Hukum dan Keamanan

	
	(P1A3) Sinkronisasi dan harmonisasi penegakan hukum antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan
	Kementerian Koordinator  Politik, Hukum dan Keamanan

	P2: Percepatan Pelayanan Publik

	(P2A5) Pelayanan paspor yang mudah, transparan & tepat waktu dari 7 hari menjadi 4 hari termasuk pelayanan bagi TKI bermasalah di luar negeri
	Kementerian Hukum dan HAM

	
	(P2A6) Penyempurnaan prosedur pengesahan badan hukum (PT) dari 1 bulan menjadi 7 hari
	Kementerian Hukum dan HAM

	
	(P2A7) Penyelesaian tunggakan permohonan HKI: hak cipta 1.500 berkas, desain industri 1.000 berkas, paten 1.250 berkas, merk 17.000 berkas
	Kementerian Hukum dan HAM

	
	(P2A8) Mengoptimalkan pembayaran tilang dengan menggunakan fasilitas elektronik
	Markas Besar POLRI

	
	(P2A9) Mengembangkan fasilitas jaringan data kecelakaan & pelanggaran lalu lintas
	Markas Besar POLRI

	
	(P2A10) Membangun & mengembangkan sistem informasi & dokumentasi untuk mengelola informasi publik
	Markas Besar POLRI

	
	(P2A11) Mengoptimalkan pelaksanaan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) di jajaran Polri
	Markas Besar POLRI

	
	(P2A12) Peningkatan efektifitas komisi pengawas penyidik
	Kementerian Koordinator  Politik, Hukum dan Keamanan

	
	(P2A13) Mengoptimalkan sosialisasi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara luas kepada masyarakat melalui media
	Markas Besar POLRI

	
	(P2A14) Mendorong penyediaan pelayanan satu atap pada 10 kota sebagai tambahan terhadap pelayanan yang sudah ada
	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi

	
	(P2A15) Penyusunan rencana aksi nasional penanggulangan HIV/AIDS (159 penderita HIV/AIDS) & penanggulangan TB (121 orang) di UPT pemasyarakatan
	Kementerian Hukum dan HAM

	P3: Pemberantasan Terorisme
	(P3A1) Koordinasi & sinkronisasi tindak lanjut hasil raker dengan komisi I DPR RI tentang peningkatan kapasitas Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme menjadi Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme (BKPT)
	Kementerian Koordinator  Politik, Hukum dan Keamanan

	P7: Penegakan dan Kepastian Hukum
	(P7A1) Penyusunan desain pola penguatan & pemantapan hubungan kelembagaan antar penegak hukum 
	Kementerian Koordinator  Politik, Hukum dan Keamanan

	
	(P7A2) Pemantapan organisasi pada lembaga penegak hukum dalam prinsip kinerja yang transparan & akuntabel
	Kementerian Koordinator  Politik, Hukum dan Keamanan

	
	(P7A3) Penyidikan perkara besar tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara yang besar oleh Kejagung & 7 (tujuh) Kejati: DKI, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sulsel, Sumut
	Kejaksaan Agung

	
	(P7A4) Mengkoordinasi upaya inventarisasi seluruh peraturan perundangan yang menghambat pelaksanaan program di lapangan
	Kementerian Koordinator  Politik, Hukum dan Keamanan

	
	(P7A5) Merumuskan tindak lanjut peradilan militer 
	Kementerian Pertahanan

	P9: Program 9: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
	(P9A1) Pelaksanaan reformasi birokrasi yang progresif berdasarkan Program Aksi Reformasi Birokrasi  2010-2011 yang diterbitkan Januari 2010
	Kementerian Koordinator  Politik, Hukum dan Keamanan

	
	(P9A2) Memulai tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Pengadilan Tipikor
	Kementerian Koordinator  Politik, Hukum dan Keamanan


4. Kesimpulan dan Rekomendasi
Sebenarnya agenda perlindungan dan penegakan hak asasi manusia yang disusun dalam RPJM 2004-2009 telah memuat beberapa kemajuan yang significant apabila diterapkan secara konsisten. Pada waktu itu, upaya penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan hak asasi manusia diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap hak asasi manusia, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. 

Oleh karena itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mendesak agar Presiden SBY selaku pimpinan KIB II kembali melihat dan menegaskan kembali komitmen terhadap perlindungan dan penegakan hak asasi manusia sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJM 2004-2009. Hal ini perlu untuk dilakukan, mengingat tidak semua program-program yang dicanangkan dalam RPJM telah dilaksanakan. Untuk kemudian memasukkan kembali program-program tersebut dalam RPJM 2009-2014, dengan langkah-langkah antara lain: 

1. Meningkatkan upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia; 

2. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil; 

3. Menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat; 

4. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat, agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing; 

5. Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi. 
6. Mereformasi lembaga-lembaga penegak hokum secara total.
Lampiran 1
15 program pilihan untuk 100 hari :

1. Pemberantasan mafia hukum.

2. Melakukan revitalisasi industri pertahanan.

3. Penanggulangan terorisme.

4. Mengatasi permasalahan listrik.

5. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan.

6. Revitalisasi pabrik pupuk dan gula.

7. Membenahi kompleksitas penggunaan tanah dan tata ruang.

8. Peningkatan infrastruktur.

9. Meningkatkan pinjaman Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang dikaitkan dengan Kredit Usaha Rakyat.

10. Mengenai pendanaan, masih harus memobiliasi sumber pembiayaan di luar APBN-APBD.

11. Menanggulangi perubahan iklim dan lingkungan.

12. Melakukan reformasi kesehatan dengan mengubah paradigma masyarakat.

13. Reformasi di bidang pendidikan, dengan menyambungkan atau mencegah mismatch antara yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan dengan keperluan pasar tenaga kerja.

14. Kesiap-siagaan dalam penanggulangan bencana alam.

15. Melakukan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan di segala bidang.

� Antara lain Kasus Penembakan mahasiswa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Peristiwa Mei 1998, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa, Peristiwa Talangsari, Peristiwa Kasus Wamena, dan Peristiwa Wasior.


� Lihat Ringkasan Catatan Akhir Tahun 2009 YLBHI Tentang “Tahun Rawan Keadilan: Mata Pisau Ketidakadilan, Berpalingnya Wajah Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia Serta Kebijakan Pembangunan yang Belum Pro-Masyarakat Miskin, 22 Desember 2009; Catatan Akhir Tahun Hak Asasi Manusia 2009, Komnas HAM, 9 Desember 2009; SUMMUN IUS SUMMA INIURA : Siapa yang Paling Mendukung Hukum adalah yang Tidak Adil, 201.615 Orang Dilanggar Hak nya, Ringkasan Eksekutif Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2009, Gedung LBH Jakarta, 30 Desember 2009


� Lihat Keppres No. 40 tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 


� Dalam Program 100 hari, lembaga-lembaga ini merupakan salah satu target yang akan diharmonisasi dan disinkronkan oleh Pemerintahan KIB II, terutama dengan agenda pemberantasan mafia hokum.


� Satu-satunya gebrakan SBY dalam tahun pertamanya adalah membentuk TPF kasus Munir. Walaupun akhirnya, tersangka utama kasus pembunuhan Munir, yaitu Muchdi PR dibebaskan oleh Pengadilan. 


�Penegakan HAM Belum Menuju Komitmen Politik, � HYPERLINK "http://www.kapanlagi.com/newp/h/0000049137.html" �http://www.kapanlagi.com/newp/h/0000049137.html� 








